
Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah, serta

Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal

12 Januari 2017 Nomor 065/012/4'18.09/2017 perihal Usulan

Penetapan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri dan Berita Acara Nomor 065/5091418.0912017 tanggal

I Februari 2017 tentang Rapat Pembahasan Draf Peraturan Bupati

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja

serta Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Per.ianjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta pembentukan Tim

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIp) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hurufa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan pemerintah

Kabupaten Kediri;



Mengingat '. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor SB, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 46 t4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor

96,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200g tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 201 0-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2O1 4 tentang petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja lnstansi pemerintah;



Menetapkan

a

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN LAPORAN KINERJA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pejabat Struktural Eselon ll

(Pejabat Tinggi Pratama), Eselon lll (Pejabat Administrator) dan

Eselon lV (Pejabat Pengawas) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, bertujuan sebagai :

a. pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Tinggi Pratama)

Pejabat Eselon lll (Pejabat Administrator) dan Pejabat Eselon lV

(Pejabat Pengawas), serta Pemangku Jabatan Fungsional Umum

dalam menyusun Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki; dan

b. alat ukur yang bersifat tahunan antara penerima amanah dan

pemberi amanah, yaitu berupa Perjanjian Kinerja, dalam rangka

mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah (SAKIP).

Pasal 4

Masing-masing Pimpinan / Pejabat Struktural Eselon ll (Pejabat Tinggi

Pratama), Eselon lll (Pejabat Administrator) dan Eselon lV (Pejabat

Pengawas) pada Perangkat Daerah bertanggungjawab atas

pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja, kecuali Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah

dan Staf Ahli Bupati.
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BAB III

LAPORAN KINERJA

Pasal 5

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'l 
,

dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Struktural Eselon ll (Pejabat

Tinggi Pratama), Eselon lll (Pejabat Administrator) dan Eselon lV (Pejabat

Pengawas) untuk menyusun laporan kinerja tahunan yang secara bertahap

dimulai dari Pejabat Tinggi Pratama, kecuali Sekretaris Daerah, Asisten

Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Pasal 6

Setiap pimpinan dan/atau pejabat struktural secara berjenjang pada setiap

perangkat daerah di Lingkungan Pemerirtah Kabupaten Kediri bertanggung

jawab dan memerintahkan kepada pejabat dan/atau pejabat fungsional

umum untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian

Organisasi tanggal 12 Januari 2017 Nomor 065/012/4'18.0912017 petihal

Usulan Penetapan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

dan Berita Acara Nomor 065/5091418.0912017 tanggal I Februari 2017

tentang Rapat Pembahasan Draf Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja serta Pembentukan Tim Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (sAKlP) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri, dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Padatanggal 13 - 2 - 2017

BUPATIKEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal '13 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.



LAMPIRAN I: PERATURAN

TANGGAL :

BUPATI KEDIRI
6 TAHIJN 2017
13-2-2017

UMUM

Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah. Petunjuk teknis ini merupakan petunjuk yang lebih rinci dari petunjuk teknis

tersebut di atas.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pada satuan

organisasi Pemerintah dari yang tertinggi (Eselon ll) hingga yang terendah (Eselon V).

2. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

Fungsional Umum pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri.

3. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud atas tahun{ahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperianjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun{ahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

TUJUAN PENYUSUNAN

1. Bupati Kediri selaku pemimpin tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian

kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana

yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui

Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu diatur sedemikian

rupa sehingga terdapat keseragaman isi dan bentuk dari Perjanjian Kinerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

B.
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2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan

5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja

a. Pemerintah Kabupaten

Pimpinan Tertinggi (Bupati) :

Pemerintah Kabupaten menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah

Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.

b. Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri :

1) Kepala Perangkat Daerah (PD):

Perjanjian Kinerja di tingkat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri

disusun oleh Kepala Perangkat Daerah, kemudian ditandatangani oleh

Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

2) Kepala Bagian / Bidang I Sekretaris (Badan dan Dinas) /Camat atau setara

Eselon lll :

Perjanjian Kinerja Eselon lll disusun oleh Pejabat Eselon lll, kemudian

ditandatangani oleh Pejabat Eselon lll dan Kepala Perangkat Daorah;

3) Kepala sub Bagian/sub Bidang/seksi atau setara Eselon lV : Perjanjian

Kinerja Eselon lV disusun oleh Pejabat Eselon lV, kemudian ditandatangani

oleh Pejabat Eselon lV dan atasan langsungnya (Eselon lll);

4) Pemangku Jabatan Fungsional Umum:

PerjanjianKinerjaPejabatFungsionalUmumdisusunolehPejabat
Fungsional Umum kemudian ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Umum

dan atasan langsungnya (Eselon lV).

c. selain sebagaimana yang diatur dalam huruf a dan huruf b, Kepala Perangkat

Daerah dapat memperluas praktek penyusunan Perjanjian Kinerja sesuai

kebijakan internal Perangkat Daerah.
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2. Waktu Penyusunan

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima

dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat I (satu) bulan setelah dokumen

anggaran disahkan.

3. Penggunaan Sasaran dan lndikator

a. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD) atau Eselon ll menyajikan

lndikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan

kondisi yang seharusnya;

b. Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Bagian/Bidang/Sekretaris atau setara Eselon lll

menyajikan lndikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil kinerja pada

bidangnya;

c. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau setara Eselon lV

menyajikan lndikator Kinerja Kegiatan;

d. Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Umum menyajikan lndikator Kinerja

lndividu sesuai dengan Uraian Jabatan hasil dari Analisis Jabatan.

D. FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan

Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan

muatan yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;

b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja. lnformasi yang disajikan dalam Lampiran Perjanjian

Kinerja disesuaikan dengan tingkatnya,

3. Bagi Perangkat Daerah (PD) yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana

dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan

keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana

tersebut.



E. REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai

berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

pencapaian tujuan dan sasaran;

4. Ada Perubahan APBD.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahleraan Rakyat



c.

LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :6TAHUN2017
TANGGAL: 13 - 2-2017

PENGERTIAN PELAPORAN KINERJA

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

dan/atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang

dipercayakan oleh atasan kepada bawahan, sebagaimana tertuang dalam dokumen

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dari disepakati. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

FORMAT LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap

tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan;

2. Akuntabilitas Kinerja;

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

4. Rencana Tindak Lanjut;

5. Tanggapan Atasan Langsung;

6. Lampiran berupa dokumen Perjanjian Kinerja yang dipertanggung jawabkan.

B.
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Contoh Format Laporan Kinerja Pejabat Struktural Eselon !l (Pejabat Tinggi Pratama),

Eselon lll (Pejabat Administrator) dan Eselon !V (Pejabat Pengawas) adalah

sebagai berikut :

I. FORMAT I3PORAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II (PEJABAT

TTNGG| PRATAMA), ESELON ilt (PEJABAT ADMTNTSTRATOR)

BAB

PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini cukup disajikan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan dan

Struktur Jabatan yang dimiliki yaitu Struktur Jabatan yang ada dibawahnya.

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Pada Sub Bab Perjanjian Kinerja ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian

Kinerja tahun yang bersangkutan.

B. Capaian Kinerja

Pada Sub Bab Capaian Kinerja ini disajikan capaian kinerja untuk setiap

sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan

berdasarkan hasil pengukuran kinerja Contoh Format Capaian Kinerja, sebagai

berikut:

FORMAT CAPAIAN KINERJA

Sasaran lndikator
Kinerja

Target Realisasi Capaian
(%)

(1) (2) (3) (4) (s)

Petunjuk isian setiap kolom :

dengan Sasaran, lndikator Kinerja dan Target sebagaimana yang tertuang

dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dipertanggung jawabkan;

membandingkan antara Target dan Realisasi.



c.

D.
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Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada Sub Bab Evaluasi dan Analisis Kinerja diisi dengan suatu hasil Evaluasi

dan Analisis atas penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan /

penurunan Capaian Kinerja.

Rencana Tindak Lanjut

Pada Sub Bab Rencana Tindak Lanjut, diisi dengan langkahJangkah apa yang

akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam

capaian kinerja, atau juga dapat berupa langkahJangkah apa saja diperlukan

untuk meningkatkan capaian kinerja.

Tanggapan Atasan Langsung

Pada Sub Bab Tanggapan Atasan Langsung, diisi atau disiapkan suatu ruang

kosong untuk memuat tanggapan (disposisi) atasan langsung atas Laporan

Kinerja Jabatan yang telah disusun. Ruang untuk memuat tanggapan

(disposisi) dapat juga disiapkan berupa pilihan-pilihan disposisi sehingga dalam

memberi tanggapan cukup dengan memilih disposisi. Contoh Format Disposisi'

sebagai berikut :

RUANG TANGGAPAN DISPOSISI ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Jumlah dan nama yang diperlukan piiihan disposisi dapat diisi sesuai

kebutuhan yang diperlukan.

Lain |ain.........
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BAB

PENUTUP

Pada Bab Penutup ini cukup diisidengan suatu kesimpulan.

Mengetahui, Tan99a1...............................

Atasan Langsung Kepa1a.................................

Kepa|a...............................

Nama Lengkap

Pangkat

NIP

Nama Lengkap

Pangkat

NIP



II. FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT ESELON IV (PEJABAT PENGAWAS)

BAB

PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini cukup disajikan Uraian Ringkas Tugas Jabatan

Pelaksana.

BAB

AKUNTABI LITAS KIN ERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Pada Sub Bab Perjanjian Kinerja ini diuraikan ringkasan Perjanjian Kinerja

tahunan yang bersangkutan.

B. Capaian Kinerja.

pada Sub Bab Capaian Kinerja ini disajikan Capaian Kinerja dari Sasaran

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian Kinerja dengan

berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Contoh Format Capaian Kinerja,

sebagai berikut :

FORMAT CAPAIAN KINERJA

Sasaran lndikator
Kinerja

Target Realisasi Capaian
(%)

(1) (2) (3) (4) (5)

Petunjuk isian setiap kolom :

) Kolom (1) Sasaran, Kolom (2) lndikator Kinerja dan Kolom (3) Target,

diisi dengan Sasaran lndikator Kinerja dan Target sebagaimana yang

tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dipertanggung

jawabkan;

> Kolom (4) Realisasi, diisi dengan realisasi atas target yang telah

ditetapkan,

dengan membandingkan antara Target dan Realisasi.
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C. Tanggapan Atasan Langsung

Pada Sub Bab Tanggapan Atasan Langsung, disiapkan suatu ruang kosong

untuk memuat tanggapan (disposisi) atasan langsung atas Laporan Kinerja

Jabatan yang telah disusun. Contoh format tanggapan atasan langsung,

sebagai berikut :

TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

BAB

PENUTUP

Pada Bab Penutup inicukup diisi dengan suatu kesimpulan.

Mengetahui, Tan99a1......... ......

Atasan Langsung Kepa|a ....... .... . ..

Kepala....................

Nama Lengkap Nama LengkaP

Pangkat Pangkat

NIP NIP



D. Penyampaian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja disusun dan kemudian dilaporkan kepada masing masing

atasan langsung setelah tahun anggaran berakhir dengan berpedoman

Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Setiap Laporan Kinerja

yang telah dibuat dan mendapatkan pengesahan dari atasan langsung,

selanjutnya disatukan menjadi satu dokumen tersendiri sebagai bahan

pendukung Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Komitmen darl Konsisten

Sebagai wujud Komitmen dan Konsisten seluruh tingkatan Pimpinan terhadap

penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, agar masing-masing

Pimpinan pada semua tingkatan Perangkat Daerah turut bertanggung jawab

dalam penyusunan Laporan Kinerja Jabatan serta memperhatikan setiap

Laporan Kinerja dengan memberi suatu TANGGAPAN.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

7

E,



FORM 1..A

PER.ITYATAAN PER^'A"TTJIAJT KINER^'A TAHT'N

IYATA PERANGI(AT DATRAII

PETERINTAH KABUPATEI| IIIDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntaber dan berorientasi kepada hasir, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama :

Jabatan : Bupati Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kectua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini' daram rangka mencapai target kinerja .iangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperrukan serta akan merakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambir tindakan yang
diper,ukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri,

Pihak Kedua,

BUPATI KEDIRI

Pihak Pertama,

KEPALA PD



FORM 1.8

Program

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp.

Pihak Kedua,

BUPATI KEDIRT

PEzuANJIAN KINEzuA TAHUN
NAITIA PIRAIYGKAT DAERAH

PEMERINTAH I(ABUPATEN KEDIRI

Anggaran

Rp.

Rp.

Kediri,

Pihak Pertama,

KEPALA PD

2.

NIP.

1. Pada kolom (1) diisi no urut;
2'fffi 

:ffi l3Hfili?.'ffi ftT;:,U1::tr*?"Jffi*f "tDaerahataukondisiterakhiryans
3' Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator liain dari perangkatDaerah yang relevan a"rga; .".saran atau kondisi yang ingin diwujudkan ;4' 

;3[X}illtl1'.lrt:'dengan target kinerja vans akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh

5. Pada kolom p
sasaran 

"orr"l?fl* 
diisi dengan nama program Perangkat Daerah yang terkait dengan

6. Pada kolom Ar
dird""jik;;:'*ut* diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran yang

Salinan sesuai dengan aslinva

o,,,,"nXl,.itrl:llT:,lff111.,,,,,?y*"' KEDIRI,

Kesejahteraan Rakyat IIARYAITTI SUTRISITO

Sasaran Strategis



FORM 2.A

PERITTATAAN PERJANJIAN KINERJA TNIUN

SEKRETARIS .................. (NAUA PERANGKAT DAERAIII

- PEMERINTAII KABUPATEN KTDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan .

dibawah ini :

Nama

Jabatan : Sekretaris...... (I[ama psmngkat Daenh)

Nama ^ i'

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan meiakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SekretarisKepala=P_D

Seianjutnya disebut pihiik pertama.

NIP.



PERJAT{JIAN KINERJA TAHUN
FORM 2,8

SEKRSTARTS ...... ... ......... {nAMA PERANGKAT DATRAH}

PEMERIIYTAH KABUPATEN KEDIRI

Program Anggaran

Rp.

Rp.

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp. .

Kediri,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SekretarisKepala PD

NIP. NIP.

PetunJuk Pengislan :

1. Pada kolom (1) diisi no urut ;

,^!.2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Eselon III atau kondisi terakhir yang
seharusnya tewujud pada tahun yang bersangkutan ;

3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator program dan indikator lain yang relevan dengan
sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan ;

4' Pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh
eselon III (Program);

5. Pada kolom Program diisi dengan rurma prograln yang menjadi tanggung jawab eselon III
yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai ;

6. Pada kolom Anggaran diisi dengan juml,ah anggaran yang d.ialokasikan untuk
mewujudkan program / sasaran yang diperjanjikan.

1

2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

BUPATI KEDIRI,
ttd
ITARYANTI SUTRISNO

No. Sasaran Program Indikator KinerJa Target

(11 t2l (3) (41



FORM 3.4

PERIYYATAAN PERJAITJIAN XINERJA TAHUN

BIDA.ITG.

PADA........... ... (IftttrA PERAilGTAT DA.ERArrl

PEUERIIITAII NABI'PATEIT KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

dibawah ini :

l{ama

Jabatan : Kepala Bidang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berianji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala PD Kepala Bidang Badan.

NIP. NIP.



Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp.

Kediri,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bidang....Kepala PD

NIP. NIP.

PetunJuk Penglslan :

1. Pada kolom (1) diisi no urut ;

2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Eselon III atau kondisi terakhir yarrg
seharusnya tewujud pada tahun yang bersangkutan ;

3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator program dan indikator lain yang relevan dengan
sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan ;

4. Pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yar:g akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh
Eselon III (Program);

5. Pada kolom Program diisi dengan nama program yang menjadi tanggung jawab Pejabat
Eselon III yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai ;

6. Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk
mewujudka.n program / sasaran yang dipedanjikan.

FORM 3.8PEzuANJIAN KINER.IA TNIUN

P4DA....... o.................,........ (NAMA PERANGKAT DA.ERAIII
PEMIRINTAII NABUPATTN KEDIRI

No. Sasaran Program Indikator KinerJa Target

(1t t2l {31 141

Program Anggaran

1

2

Rp

Rp

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

HUKUM

bina

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

NtP. 19570, 7 199003 1 006



FORM 4.A

PERNTATAAN PERJANJIAN I{INERJA TAIIUil

SEKSI..........

BIDA.![G.......

pArrA........... ... (I{AilA PERA.IIGI(AT DA.ERArrl

PEUERII| TAH IIABUPATEII XTDIRI

Oalam rangka mewujudkan manajgmen pem€rintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang berianda tangan

dibawah ini :

Nama

Jabatan Kepala Seksi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

Jabeten : Kepala Bidang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri,

Pihak Kedua,

Kepala Bidang

Pihak Pertama,

Kepala Seksi

NIP. NIP.



PERJANJIAN KINEzuA TAHUN

BIDANG

PAf,)A..... . (NAMA PERANGI(AT DAERAIII

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Kegiatan Anggaran

Rp. .

Rp. ..2.

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Rp.

Kediri,

Pihak Kedua,

Kepala Bidang

Pihak Pertama,

Kepala Seksi

NIP. NIP.

PetunJuk Penglsien :

1. Pada kolom (1) diisi no urut ;

2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan atau kondisi terakhir yang seharusnya
tewujud pada tahun yang bersangkutan ;

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kineda individu/kegiatan yang relevan dengan
sasar€ul atau kondisi yang ingin diwujudkan ;

Pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai
oleh pejabat Eselon IV;
Pada kolom Program diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pejabat
Eselon IV yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai ;

Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk
mewujudkan program / sasaran yang dipe{anjikan.

BUPATI KEDIRI,

ttd
HARYAIIITI SUTRISITO

HUKUM

na

SEKSI. FORM 4.8

3.

4.

5.

6.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

No. Sasaran Kegiatan Indikator KinerJa Target

(11 lzt {3} t4t

7 199003 1 006



FORM 5.4

PERITYATAAN PER.'ANJIAN I{IITER^'A TAHT'IT

ITAItrA JABATAN FUITGSIOI|AL IIMUM

suB............
pArra........... ... INAMA PERANGI(AT DAERAIT)

PEMERIilTAII I(ABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif'

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

dibawah ini :

l{ama

Jabatan : l{ama Jabatan Fungsional Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

Jabatrn

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineria iangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kineria tersebut menjadi tanggung jawab kami'

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi'

Kediri,

Pihak Kedua,

Kepala Sub

Pihak Pertama,

ama Jabatan Fung3ional Umum

NIP- NIP.



PER^'ANJIAN KIITER.'A TAIIUN .......

NAMA JABATAIT FI'IYGSIONAL UMI'M

FORM 5.8

suB ...... .............

PADA..... .. TNAMA PERAIGKAT DAERAITI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Kediri,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Nama Jabatan Fungsional UmumKepala Sub

NIP. NIP.

No.
Sasaran

(Proses Pencapalan Sasaran
Keglatanl

Indikator KinerJa Target

(11 (21 (31 t4t

PetunJuk Penglslan :

1. Pada kolom (1) diisi no urut ;

2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran jabatan fungsional umum atau kondisi terakhir
yang seharusnya tewujud pada tahun yang bersangkutan ;

3. pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja individu yang relevan dengan sasaran

atau kondisi yang ingin diwujudkan ;

4. pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya

dicapai oleh pemangku jabatan fungsional umum (JFU) ;

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

IAN HUKUM

bina
199003 1 006

Salinan sesuai dengan aslinYa

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan RakYat

NrP. 196


